
WALI KOTA BEI(ASI

INSTRUKSI SIALI KOTA BEKASI
NOMOR I TOO|4LL|ITIdO

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

a Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
i"po."r, Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

X.'r"t g"., Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Jawa -Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2O2 1

No-o, O9B/LHP/XVlll.BDG l04 12022 Tanggal

26 April 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

aimatsud huruf a, maki perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Klpala Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemeiintah Kota Bekasi segera

m.iy.teJaiUn Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

RI aias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota

Bekasi Tahun Anggaran 2021.

b

1 Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2O03 tentang

*;;;;r" Ne[ara (Lembaran Negara Republik

i"io".I"i" Tah]un 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Unding Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbenlaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

P.-..if"..., Fengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonelsia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimb-angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2O16 Nomor 7 Seri D);



Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 1 5 Tahun 202 1

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2l (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 202 1 Nomor
15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan Kota Bekasi.

Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Memerintahkan PPK dan PPTK agar lebih cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Memproses penggantian sebanyak 63 ekor ternak
sebesar Rp187.294.800,00 yang tidak sesuai
spesifikasi teknis dengan melibatkan PPK dan
Inspektorat.

Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar Rp80.000.000,00.

Agar melaporkan progres pelaksanaan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota
Bekasi.

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada I 09 Mei zozz

Plt. I

NO

Tembusan:
Yth. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
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